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GUBERNUR RACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
MNOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KEFADA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI ACEH

Menimbang

Mengingal

—_—
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L]

GUBERNUR ACEH,

hahwa dalam rangka pelaksanaan kestentuan Pasal 7 Qanun
Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susnnan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pelavanan Perizinan Terpadu Provins
Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlo melimpahkan
kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Acch;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapxan dalam suatu Peraturan;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Fropinsi Atieh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Eepubliik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tenlang
Penvelenggarann Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inconcsia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubaban
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 lenlang Pokok-
Poxok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 3890);

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Rerribusi Daerah (Lembuaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Momor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 36833,

Undang-Undeng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukar
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambszhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan [ embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844,

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemetrintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20006 tentang Pemerinlahun
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomeor 62, Tambahan 1.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633}

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukazn
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 MNomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Keeil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48660 );

Peramiran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemar
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambaban Lembaran Negara Republik Indaonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomeor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomoer 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47413

Qanun Acch Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangzn Aceh (Lembaran Dacrah Nanggros Aceh
Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan l.embaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11},

. Qanun Aceh Nomar § Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 08, Tambahan Tembaran Daerah Nangeree Acch
Darussalam Nomaor 18);

16, Qanun Aceh ...



16, Qamun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan FPerizinan
Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomeor =2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1943, yang dipimpin oleh secrang Gubemur.,

Pemerintahan Acch adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 yang menyelenggarakan wrusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing,

Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses
demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh.

. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh

karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu adalah kegiatan
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan vang prosesnya dimulai dari tahap
permohonan sampai terbitnya dokumen vang dilakukan secara terpadu dalam satu
pintu dan satu tempat.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atan badan hukum untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada scscorang atau badan hulun
tertentu dalam bentuk izin.

Non perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada
seseorang atau badan hukum tertentu.



BAB I
PELIMPAHAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

(1) Melimpahkan kewenangan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh
dalam memproses pelayanan  administrasi, menandatangani  dokumen,
menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan
masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan
masyarakat di lingkungan BP2T dan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kota;

(2) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non  perizinan
sebagaimena dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang tercantum
dalam lampiran [ Peraturan ini;

(3) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan selain tersebut dalam
lampiran I merupakan kewenangan Gubernur Aceh yang tidak dilimpahkan
meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam lampiran 1L,

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh berkewajiban untuk :

a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;

b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan

sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan vang

berlaku;

Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan:

Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan

yang dikeluarlan;

e. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan
kepada Gubernur dan instansi terkait lainnya,

A o

Pasal 4

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dalam melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani

semua ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku dan berkoordinasi
dengan instansi terkait,

Pasal 5

(1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib memungut pendapatan dari setiap izin
dan non izin yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi
target dan realisasi pendapatan instansi terkait menurut bidang dan jenis perizinan
dan non perizinan.

(3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib menyetor setiap penerimaan
pendapatan atas izin dan non izin kepada Bendahara Umum Daersh dan
menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada instansi terkait.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang
telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Aceh menurut
bidang dan jenisnya masing-masing.
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BAB IIT
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ridang, jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1
dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan inj.

BAB IV
PENUTUP

Pasal &

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembai dengan
Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

Paszal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan ini dinyatakan tidak herlaky,

Pazal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku syrut
mulai tanggal 19 Februari 2000,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan inj
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
24 Apdl 2009 M
2& Rabiul w1430 H

pada tanggal

Diundangkan di Banda Aceh
T April 2009 M
5 Jumadil Awal 1430 H

B'I(SEKRETARIS DAFRAH ACEH

pada tanggal

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHITN 2009 NOMOR <4
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Peraturay Cubernur Aceh

Nomor ;19 Tahun 2009
Tanggal ; _;QL.Am__mm
Rabiul Akhir 1430 H
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Izin Prinsip Pengambilan dan Penurapan Mata Air
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas

Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)

Berita Acara Pengujian Peta Wilayah Pertambangan

bl Kl It Bo ) B0 IS Y L

g SUBBIDANG'PENGAIRAN
1. Izin Hak Guna Pakaj Air

3. Izin Pembangunan Jaringan Irigasi

4. Izin Pemanfaatan Jaringan Irigasi

5, lzin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air
6. Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Badan Usaha, Badan Sosial
____atau Perorangan
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Truk
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= Barang Curab/Caiy —————
- Barang Berbahaya
- Peti
- Alat Berat dan Scjenisnya
7. Kartu Tanda Operasional (KTO) Angkutan Barang Laadback Tertutup
8. Izin Operas Angkutan Orang
9. Izin Insidens]

12. 1zin Komunikes; Radig Antar Penduduk Indoncsia (RAPI) dan Izin Penguasaan
Perangkat Komunikasi Radio Antar Pendyduk (IPPKRAP)

13, SuratKGterangan Kaca Gelap

14. Surat Keterangan Plafond

13. Penghapusan Kendaraan Bermotor (DEM)

1o. Surat Registras; Uji Tipe :

- Surat Registrasi Uji Tipe Kenderaan Bukan Baru

- Surat Registrasi Uji Tipe Kenderaan Bary

- Surat Registrasi Uji Tipe Kenderaan Impor Bukan Bary

dasi Pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS)

Een Mempekerakan Tenaga K Asing (VT Teuags
Asing Pendatang (TKWNAP)
baga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
tor Cabang Pelaksana Penempaian Tenaga Kegy

KIS) ke Luar Negeri
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Lampiren 11 Peratursn Gubernur Aceh
Nomor : 2% Tahun 2009

Tanggal - 24 April 2009 M

7% Rabiul Akhir 1430 H

T Emmfm YANG TIDAK DILIMPAHKAN
PERIZINAR ANGANAN KEPADA BADAN PELAYANAN
ADU PROVINSI ACEH
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